

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Setelah menjabarkan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian maupun metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini akan dijelaskan hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil kuesioner. Kuesioner yang digunakan 

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
Pada gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung ini, terlebih dahulu akan menjabarkan sejarah singkat berikut struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi bagian-bagian yang ada didalamnya, sehingga akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan yang sedang diteliti serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

4.1.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
Berdasarkan surat keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Bandung No : 9922/72 Tanggal 12 Juni 1972, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja, yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Restribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEP)
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)
Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD. 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Struktur Organisasi Dipenda mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja diubah menjadi 7 (Tujuh) satuan unit kerja, yaitu :
1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Restribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal
		Dalam kegiatan operasional satuan untit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak atau restribusi, dipakai sisitem MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah). Dengan sistem MAPENDA, petugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak atau restribusi secara langsung kepada wajib pajak atau wajib restribusi “Door to door”.
		Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan keputusan mentri dalam negri nomor : 23 tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan dikeluarkannya PERDA NO. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya  Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No.23 Tahun 1989, perlu disusun sistem dan prosedur perpajakan, restribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 tentang sistem dan  prosedur perpajakan, restribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten atau kotamadya daerah tingkat II seluruh wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).
		Dengan diberlakukannya MAPATDA maka sistem pemungutan pajak atau restribusi daerah yang sebelumnya dilaksanakan secara “Door to door” menjadi “Selft Assessment”, yaitu wajib pajak atau restribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak atau restribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.



4.1.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
Dalam suatu perusahaan atau lembaga pemerintah terdapat visi dan misi, pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung terdapat visi dan misi sebagai berikut:
a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah ”Profesional dalam pengelolaan pajak daerah dan Retribusi Daerah. Prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan bersahabat)”
b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah:
1. Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mewujudkan kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat wajib pajak.
3. Menciptakan aparat yang bersih dan masyarakat yang sadar membayar pajak.
4. Menciptakan akuntabilitas publik.
5. Mewujudkan kinerja ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah.
7. Menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai idealism dan professional
8. Menciptakan administrasi, monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam otonomi daerah.
9. Mewujudkan aparatur Dinas Pendapatan Daerah yang proporsional, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah.
Sedangkan MOTTO Dinas Pendapatan Daerah adalah “Kuingin Engkau Tersenyum Puas” adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Dinas Pendapatan Daerah yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada WP sehingga WP merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan suatu beban, tetapi karena tumbuhnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.
Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mempunyai peranan yang sangat penting demi mewujudkan visi dan misi tersebut dari sektor pendapatan daerah. Untuk itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggali pendapatan dengan tidak memberatkan masyarakat yaitu dengan cara insentifikasi artinya tidak menaikan tarif pajak/retribusi daerah dan tidak menambah jenis pungutan, kecuali ada ketentuan/aturan lain yang lebih tinggi atau disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

4.1.1.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tujuan dan sasaran perusahaan ataupun lembaga sangat penting karena merupakan landasan untuk pencapaian implementasi suatu misi perusahaan ataupun lembaga berdiri.
A. Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan melancarkan pembangunan di segala bidang yang berhasil guna dan berdaya guna diseluruh pelosok Negara yang serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa dalan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasakan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya  mewujudkan “Kota Bandung yang maju, berbudaya, mandiri, sejahtera dan agamis”, adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendapatan asli daerah.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan kalancaran pelaksanaan tugas.

B. Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi sumber daya dalam kegiatan Organisasi/Pemerintah Daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai dalam periode satu tahun kedepan.
Berdasarkan pengertian tersebut maka dinas pendapatan daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pendapatan asli daerah 10-15% per tahun dan pendapatan lainnya rata-rata 5% per tahun.
2. Tersedianya sistem dan mekanisme peningkatan pendapatan.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia.
4. Meningktakan disiplin pegawai.
5. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana kerja.

4.1.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung berbentuk line staf, karena terlihat adanya kewenangan dan tanggung jawab yang berjalan dari kepala dinas sampai kebawah menurut suatu garis vertikal (komando). Susunan organisasi sangat diperlukan untuk pengelolaan suatu perusahaan dan lembaga agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
Di bawah ini merupakan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:
I.  Kepala Dinas
II. Bagian Tata Usaha, membawahi:
1. Sub Bagian Kepegawaian;
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Keuangan.
III. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahi:
1. Seksi Perencanaan;
2. Seksi Pengendalian;
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

IV. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahi:
1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah;
2. Seksi Penagihan Pendapatan Asli Daerah;
3. Seksi Pembukuan Pendapatan Asli Daerah.
V. Bidang Pendapatan Lain-lain, membawahi:
1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain;
2. Seksi Penagihan Pendapatan Lain-lain;
3. Seksi Pembukuan Pendapatan Lain-lain.

4.1.2 	Deskripsi Tugas
Untuk menunjang program kegiatan maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung melaksanakan kegiatannya dimana akan diuraikan tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:
I. Kepala Dinas
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala Dinas memiliki fungsi:
1. Melaksanakan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pengendalian operasional.
2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas.
3. Menyusun rencana strategis Dinas yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan.
4. Memberikan informasi mengenai pendapatan daerah, saran dan pertimbangan kepada Walikota sebagai bahan penentuan kebijakan atau pengambilan keputusan.
5. Mempertanggungjawabkan Dinas secara teknis operasional dan teknis administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Instansi Pemerintahan maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
7. Mempersiapkan bahan untuk penetapan kebijaksanaan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Mengandalkan pembinaan dan motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi para pegawai dilingkungan Dinas.
9. Membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

II. Bagian Tata Usaha
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum di lingkungan Dinas.
2. Menyusun rencana anggaran rutin.
3. Menyusun pedoman tata laksana administrasi umum.
4. Melaksanakan pengolahan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
5. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya.
6. Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga Dinas.
7. Menyiapkan rancangan peraturan atau keputusan serta melaksanakan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan atau keputusan yang berhubungan dengan tugasnya.
8. Memberikan telaahan staf kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan kebijakan.
9. Menciptakan tertib administrasi dan tertib tata kerja organisaasi.
10. Mengumpulkan, pengolahan, pemeliharaan dan penyajian data serta pengurusan perpustakaan sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas.
11. Menyusun laporan ketatausahaan dinas secara periodik.
Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bagian Tata Usaha dibantu oleh:
1. Sub Bagian Kepegawaian
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
3. Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Kepegawaian
 Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mengumpulkan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas.
c. Menyususn Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP-3) pegawai di lingkungan Dinas.
d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana formasi usulan pengangkatan mutasi pegawai di lingkungan Dinas.
e. Menyusun rencana pengembangan pegawai di lingkungan Dinas.
f. Menyiapkan pengajuan/usulan dan pengiriman pegawai di lingkungan Dinas yang akan diikut sertakan dalam pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.
g. Melakukan usaha-usaha dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas.
h. Menyiapkan bahan untuk pengajuan/usulan pegawai yang akan diberi tanda penghargaan di lingkungan Dinas.
i. Menyiapkan bahan-bahan pertimbangan pimpinan untuk perkawinan dan perceraian pegawai di lingkungan Dinas.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.



2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
 Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan urusan ketatausahaan Dinas.
b. Menerima, pendistribusian dan mengirim surat-surat/naskah-naskah Dinas.
c. Menyelenggarakan, mengerjakan pengetikan dan pengadaan surat-surat/naskah-naskah Dinas.
d. Menyimpan, mengatur dan memelihara arsip Dinas.
e. Melaksanakan urusan rumah tangga, perjalanan tugas dan keprotokolan.
f. Menginventarisasi dan pemeliharaan kendaraan Dinas.
g. Menyelenggarakan adanya tertib administrasi, tertib administrasi ketatalaksanaan dan tertib hukum bagi satuan organisasi Dinas.
h. Menyiapkan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat Dinas.
i. Merencanakan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk penggunaan/peruntukannya.
j. Memelihara ruangan dan pekarangan kantor.
k. Merencanakan dan melakukan analisa kebutuhan pelengkapan dan pembekalan untuk keperluan Dinas.
l. Melakukan langkah-langkah dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan perlengkapan dan perbekalan untuk keperluan Dinas.
m. Menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan dan perbekalan serta benda berharga.
n. Menginventarisasi dan memelihara semua perlengkapan Dinas termasuk gedung-gedung.
o. Menyediakan dan merencanakan semua kebutuhan-kebutuhan kendaraan Dinas.
p. Mengurus administrasi perlengkapan.
q. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang-barang inventaris.
r. Mengendalikan barang-barang inventaris.
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugasnya.

3) Sub bagian Keuangan
  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tertera pada ayat (1) di atas, maka Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK).
c. Menyiapakan dan mengurus Surat Perintah Pembayaran (SPP).
d. Melaksanakan pembukuan keuangan belanja rutin secara sistematis sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku.
e. Menyusun daftar gaji dan tunjangan daerah serta pelaksanaan pembayaran.
f. Menerima, menyimpan dan membayar uang untuk keperluan Dinas.
g. Menyimpan dan mengurus bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya.
h. Menyusun posisi dan komposisi kas secara berkala.
i. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam hal administrasi keuangan di lingkungan Dinas.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Perencanaan dan Pengendalian Oerasional memiliki fungsi:
1. Merencanakan dan menghitung target pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pendapatan daerah lain-lain.
2. Membina teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lain-lain serta pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).
3. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pendapatan daerah yang meliputi pemantaun dan penendalian.
4. Melaksanakan analisa dan evaluasi pendapatan daerah serta membuat laporan pendapatan daerah.
5. Melakuakan kerja sama dengan instansi dan Dinas lainnya.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh:
1. Seksi Perencanaan
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Perencanaan
Mempunyai fungsi:
a. Menyusun target atau rencana pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pendapatan dan pendapatan lain-lain.
b. Menyusun program kerja Dinas Pendapatan Daerah.
c. Menyusun rancangan Peraturan Daerah dan keputusan Walikota tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
d. Menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan Dinas dan bahan rancangan peraturan perundang-undangan.
e. Melaksanakan pembinaan tata kerja dan tata hubungan kerja.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


2. Seksi Pengendalian
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pengendalian mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan pemeriksaaan lapangan mengenai pendapatan daerah.
b. Menyusun rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
c. Menyusun rancangan Peraturan Daerah dan keputusan Walikota tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
d. Membuat surat teguran dan surat-surat yang berhubungan dengan penegakan hukum atau pelaksanaan sanksi.
e. Menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi pendapatan pajak daerah dan retribusi daaerah.
f. Merumuskan penyelesaian permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan data dan pengolahan data sumber pendapatan daerah.
b. Pengkajian realisasi pendapatan daerah.
c. Pelaksanaan evaluasi pendapatan daerah secara berkala bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
d. Penyususnan laporan pendapatan daerah secara periodik mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Bidang Pendapatan Asli Daerah
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pendapatan Asli Daerah 
Mempunyai fungsi:
1. Melaksanakan pendaftaran dan penadataan pajak dan retribusi daerah serta PAD lainnya yang sah.
2. Menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah serta PAD lainnya yang sah.
3. Menyusun daftar induk WP dan retribusi darah serta PAD lainnya yang sah.
4. Malaksanakan pemeriksaan atas objek pajak dan retribusi daerah.
5. Membuat surat teguran untuk menyampaikan kembali STPPD.
6. Menghitung pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Menertibkan dan menyimpan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah.
8. Melakukan kerja sama dengan instansi vertikal dan Dinas lainnya.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal 11, Bidang Pendapatan Asli Daerah dibantu oleh:
1. Seksi Pendataan dan Penetapan PAD
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pendataan dan Penetapan PAD memiliki fungsi:
a. Mendaftar dan mendata wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
b. Melaksanakan pendistribusian SPTPD dan SPTRD.
c. Menghimpun dan mengolah ata objek dan subjek  wajib pajak/retribusi melalui formulir SPTPD dan SPTRD.
d. Melaksanakan pemerikasaan lokasi atau lapangan wajib pajak dan retribusi daerah.
e. Membuat surat teguran untuk menyampaikan kembali SPTPD dan SPTRD.
f. Menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah.
g. Menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran.
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
i. Menghitung jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui.
j. Menertibkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
k. Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi darah yang berkaitan dengan penetapan.
l. Melayanai keberatan dan permohonan banding yang sesuai dengan batas kebenarannya.
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Penagihan PAD
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Penagihan PAD memiliki fungsi:
a. Menginventarisasi tunggakan-tunggakan dari semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal ini tunggakan atas wajib pajak/retribusi yang terhutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam SKP/SKR.
b. Membuat peringatan/teguran/surat paksa/surat cari yang sejenis terhadap para wajib pajak daerah/retribusi yang terutang.
c. Memantau terhadap para wajib pajak/retribusi yang telah menerima surat teguran, surat paksa dan surat lainnya.
d. Memberikan surat paksa terhadap para wajib pajak/retribusi yang tidak mengindahkan.
e. Memberikan surat perintah pelksanaan penyitaan bagi para wajib pajak/retribusi yang tidak mengindahkan terhadap surat sebelumnya.
f. Mengajukan penetapan tanggal permintaan pelelangan kepada kantor lelang Negara jika wajib pajak/retribusi masih belum melunasinya.
3. Seksi Pembukuan PAD
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pembukuan PAD memiliki fungsi:
a. Mencatat penerimaan dan pemungutan/penyetoran pajak daerah/retribusi daerah.
b. Membukukan terhadap SKPD/SKRD dan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi daerah alinnya.
c. Mencatat mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga.
d. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, menghitung realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan, dan tahunan.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


V. Bidang Pendapatan Lain-lain
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:
1. Menyusun dan mengumpulkan data potensi dan melaksanakan penagihan bagi hasil pendapatan yang brasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Sumber Daya Alam, Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21, serta bagi hasil lainnya termasuk bagian Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum.
2. Mengumpulkan data potensi dan melaksanakan penagihan pendapatan alin-lain.
3. Menghitung besarnya bagian yang akan diperoleh dari bagi hasil pendapatan.
4. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pendapatan lain-lain.
5. Mencatat hasil pemantauan penyetoran ke Bank persepsi jenis penerimaan pajak dan bukan pajak yang menjadi bagian hak Pemerintah Daerah.
6. Membuat daftar realisasi pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak pendapatan lain-lain.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendapatan Lain-lain di bantu oleh:
1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain;
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:
a. Mengumpulkan dan menyusun data potensial bagi hasil yang beasal dari PBB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21, serta bagi hasil pajak lainnya dan pendapatan lain-lain.
b. Menyusun data potensi bagi hasil pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak, Sumber Daya Alam dan bagi hasil lainnya termasuk DAU dan DAK dan potensi BUMD.
c. Membuat surat permintaan transfer yang berisi permintaan mentransfer bagian yang menjadi hak Pemerintah Daerah.
d. Mencatat dan mendata sumbangan pihak ke tiga.
e. Mencatat hasil pemantauan penyetoran bagi hasil pajak ke Bank pesepsi yang menjadi bagian hak Pemerintah Daerah.
f. Menghitung besarnya bagian yang akan diperoleh bagi hasil pajak dan bukan pajak.
g. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


2. Seksi Penagihan Pendapatan Lain-lain
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Penagihan Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:
a. Menginventarisir tunggakan-tunggakan objek pajak PBB maupun pajak-pajak lainnya seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, BPHTB, PPh OP Dalam Negeri, PPh pasal 21 da BUMD, setelah data-data tunggakan tersebut diterima dari instansi terkait.
b. Membuat surat peringatan/teguran/surat paksa/surat lainnya yang sejenis terhadap objek pajak PBB, pajak-pajak lainnya yang terhitung dan bagi BUMD-BUMD yang belum menyetor kewajibannya yang telah menentukan.
c. Memantau terhadap objek pajak PBB, pajak-pajak lainnya serta BUMD-BUMD yang telah menerima Surat Peringatan, Surat Teguran, Surat Paksa, dan surat-surat lainnya.
d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan aktif (proses surat paksa, penyitaan sampai dengan lelang).
e. Memberikan surat perintah melaksanakan penyitaan bersama instansi terkait bagi objek pajak PBB/Pajak-pajak lainnya, yang tidak menginahkan terhadap surat sebelumnya.
f. Mengajukan penetapan tanggal penerimaan pelelangan kepada kantor lelang Negara jika objek pajak PBB atau pajak lainnya masih belum melunasinya.
g. Membuat surat permintaan transfer yang berisi permintaan mentransfer bagian yang menjadi bagian hak Pemerintah Daerah.
h. Mencatat hasil pemantauan penyetoran pajak lain-lain ke Bank Persepsi yang menjadi bagian hak Pemerintah Daerah.
i. Menghitung besarnya bagian yang akan diperoleh dari bagi hasil pajak dan pajak lain-lain.
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Pembukuan Pendapatan Lain-lain.
Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi PembukuanPendapatan Lain-lain mempunyai fungsi:
a. Mencatat mengenai penerimaan bagi hasil pendapatan yang terdiri dari PBB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, PPh OP Dalam Negeri dan PPH pasal 21, Bea DAU dan bagi hasil pendapatan lain-lain.
b. Melaporkan realisasi penerimaan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak, penerimaan BUMD dan penerimaan lain-lain secara bulanan, triwulan dan tahunan.
c. Mencatat mengenai penetapan dan penerimaan pendapatan lain-lain.
d. Mencatat mengenai penerimaan pendapatan lain-lain.
e. Menghitung besarnya bagian yang akan diperoleh dari bagi hasil pajak dan Pendapatan Daerah.
f. Mencatat penerimaan lain-lain ke dalam kartu kendali berdasarkan buku pembantu penerimaan sejenis dari BKP DIPENDA.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1.3	Karakteristik Responden
Data responden yang seharusnya dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 27 responden. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut: 
1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	 Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:
Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Jenis Kelamin
	Jumlah Responden
	Persentase %

	Pria
	16
	59%

	Wanita
	11
	41%

	Jumlah
	27
	100%


     	        (Sumber: Data primer yang telah diolah) 
	Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Bagian Keuangan dan Pajak pada Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang jenis kelamin pria sebesar 59%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 41%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria. Hal ini dikarenakan mayoritas sebagian pegawai yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung lebih banyak Pria

2. Profil Responden Berdasarkan Usia
	Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:
Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

	Usia
	Jumlah Responden
	Presentase %

	<30 Tahun
	3
	11%

	31-40 Tahun
	7
	26%

	41-50 Tahun
	13
	48%

	51-60 Tahun
	4
	15%

	Diatas 60 Tahun
	0
	0%

	Jumlah
	27
	100 %


        (Sumber: Data primer yang telah diolah)
	Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 11%, 31-40 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 26%, 41-50 tahun berjumlah 13 orang atau sebesar 48%, 51-60 tahun sebesar 4 orang atau sebesar 15%, Diatas 60 tahun  berjumlah 0 orang atau sebesar 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 41-50 tahun. Hal ini dikarenakan pada pegawai pemerintahan biasanya usia sekitar 41-50 tahun itu lebih banyak dibandingkan dengan yang lebih muda dibawahnya, karena pada usia 41-50 dianggap usia yang sangat matang atau sangat produktif.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
		Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:
Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

	Pendidikan Terakhir
	Jumlah Responden
	Persentase %

	SMPatau sederajat
	0
	0%

	SMA atau sederajat
	2
	7%

	Akademi
	9
	33%

	Strata 1 (S1)
	12
	45%

	Strata 2 (S2)
	4
	15%

	Jumlah
	27
	100%


          (Sumber:Data primer yang telah dolah)
	Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir SMA Sebanyak 7% Responden, Akademi (D3) sebanyak 33% responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 (S1) sebanyak 45%, dan responden dengan pendidikan terakhir Strata 2 (S2) sebanyak 15%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata 1 (S1). Hal ini dikarenakan mayoritas pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung berpendidikan terakhir Strata 1 (S1).


4.2 Pembahasan
Pada bab ini akan dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket pada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain upaya perolehan data melalui studi pustaka untuk melengkapi data utama. Angket terdiri dari 24 pertanyaan dengan perincian 12 pertanyaan mengena Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan 12 pertanyaan tentang Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah.
Jumlah responden dalam penelitian ini 27 orang, yang menjadi subyek penelitian adalah Bagian Keuangan dan Pajak. Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden melalui kuesioner. Untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah digunakan analisis regresi linier sederhana.
Pembahasan merupakan perhitungan serta analisis dari data-data yang diperoleh dari perusahaan. Data-data yang terkumpul merupakan data primer karena diperoleh langsung dari tangan pertama melalui instrumen penelitian atau kuesioner.

4.2.1 Analisis Deskriptif Hasil Penelitian
Agar lebih mudah dalam menganalisa jawaban responden maka pada analisis deskritif  akan dilakukan kategorisasi terhadap persentase skor tanggapan responden. Hasil tanggapan responden akan diuraikan melalui tabel frekuensi dan persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal. Melalui tabel frekuensi akan terlihat tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dan melalui persentase skor tanggapan responden akan dapat dilihat klasifikasi tanggapan responden sebagai representasi seluruh responden.
Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan memberikan penilaian atas jawaban responden yang diisi oleh 27 orang  responden yang merupakan staff bagian keuangan dan pajak pada Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung, dimana untuk menetapkan peringkat dalam setiap tahapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal  menggunakan rumus sebagai berikut:
    Skor aktual
% skor aktual = 	X  100%
                             Skor ideal 
                  (Sumber: Umi Narimawati, 2007:85)

Keterangan :
a. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang  telah diajukan.
b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.	
Dengan kriteria berdasarkan tabel berikut:




Tabel 4.4
Kriteria Persentase Tanggapan Responden

	No.
	% Jumlah Skor
	Kriteria

	1
	20.00% – 36.00%
	Tidak Baik

	2
	36.01% – 52.00%
	Kurang Baik

	3
	52.01% – 68.00%
	Cukup

	4
	68.01% – 84.00%
	Baik

	5
	84.01% – 100%
	Sangat Baik


    (Sumber: Umi Narimawati, 2007:8)


4.2.1.1	Hasil Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas    Pendapatan Daerah Kota Bandung
Sebanyak 12 butir pernyataan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah diajukan kepada responden untuk menilai bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Kuesioner terdiri dari 4 indikator, yaitu  pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi serta pelaporan keuangan.








1. Tanggapan Responden Mengenai Pencatatan
Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pencatatan

	Kriteria Jawaban
	No. Instrumen
	Total

	
	1
	2
	3
	

	Sangat Setuju (5)
	4
	2
	2
	15

	Setuju (4)
	7
	5
	6
	18

	Cukup Setuju (3)
	12
	10
	9
	31

	Tidak Setuju (2)
	4
	3
	4
	11

	Sangat Tidak Setuju (1)
	0
	0
	0
	0

	Jumlah Skor Aktual
	92
	66
	69
	227

	Jumlah Skor Ideal
	135
	135
	135
	405


              (Sumber: Data primer yang telah diolah)


      Skor aktual
% skor aktual = 	 X  100%
                               Skor ideal 

         227
% skor aktual = 	X  100%
                                 405

% skor aktual =   56,05%

Pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan Double Entry oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung masih kurang optimal, hal ini tercermin dari persentase skor tanggapan responden yaitu 56,05%, yang termasuk dalam kriteria cukup dilihat dari tabel 4.5 berdasarkan persentase skor aktual. Tanggapan responden tersebut menjawab identifikasi masalah mengenai sistem pencatatan yang seharusnya menggunakan Double Entry dan prinsip basis akrual tetapi tidak digunakan sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, tetapi malah masih menggunakan single entry yang pencatatan transaksinya hanya dilakukan satu kali sehingga dapat tercipta peluang terjadinya kesalahan yang cukup besar dalam hal pencatatan. 

2. Tanggapan Responden Mengenai Penggolongan
Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penggolongan

	Kriteria Jawaban
	No. Instrumen
	Total

	
	1
	2
	3
	

	Sangat Setuju (5)
	4
	6
	2
	12

	Setuju (4)
	8
	5
	7
	20

	Cukup Setuju (3)
	11
	7
	15
	33

	Tidak Setuju (2)
	3
	5
	2
	10

	Sangat Tidak Setuju (1)
	0
	0
	0
	0

	Jumlah Skor Aktual
	91
	81
	87
	259

	Jumlah Skor Ideal
	135
	135
	135
	405


                   (Sumber: Data primer yang telah diolah)
      Skor aktual
% skor aktual = 	 X  100%
                               Skor ideal 

         259
% skor aktual = 	X  100%
                                 405

% skor aktual =   63,96%

Dinas pendapatan daerah kota bandung dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah masih kurang baik, hal ini terlihat dari persentase skor tanggapan responden 63,96% yang masuk dalam kategori cukup berdasarkan skor aktual. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya sistem pencatatan yang diterapkan jadi penggolongan yang dilakukan pada setiap transaksi yang ada yaitu dengan cara mengelompokkan terlebih dahulu setiap data transaksi itu tidak sepenuhnya dilakukan.

3. Tanggapan Responden Mengenai Peringkasan Transaksi
Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Peringkasan Transaksi

	Kriteria Jawaban
	No. Instrumen
	Total

	
	1
	2
	3
	

	Sangat Setuju (5)
	7
	6
	3
	16

	Setuju (4)
	6
	9
	5
	20

	Cukup Setuju (3)
	13
	17
	14
	44

	Tidak Setuju (2)
	4
	3
	5
	12

	Sangat Tidak Setuju (1)
	0
	0
	0
	0

	Jumlah Skor Aktual
	106
	123
	87
	316

	Jumlah Skor Ideal
	135
	135
	135
	405


     (Sumber: Data primer yang telah diolah)
      Skor aktual
% skor aktual = 	 X  100%
                               Skor ideal 

        316
% skor aktual = 	X  100%
                                405

% skor aktual =   78,02%
Peringkasan transaksi yang dilakukan dalam membuat laporan keuangan ataupun anggaran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah lebih baik, hal ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden 78,02% termasuk dalam kriteria baik dilihat dari tabel 4.7 berdasarkan persentase skor aktual. Dinas Pendapatan daerah Kota Bandung selalu melakukan peringkasan transaksi terlebih dahulu sebelum mencatat transaksi-transaksi yang sudah digolong-golongkan  lalu dibukukan dalam rekening-rekening buku besar hal ini memudahkan laporan keuangan atau anggaran yang akan dibuat jadi lebih rapih.

4. Tanggapan Responden Mengenai Pelaporan Keuangan

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaporan Keuangan
	Kriteria Jawaban
	No. Instrumen
	Total

	
	1
	2
	3
	

	Sangat Setuju (5)
	3
	4
	5
	12

	Setuju (4)
	7
	5
	6
	18

	Cukup Setuju (3)
	15
	11
	7
	33

	Tidak Setuju (2)
	5
	4
	7
	16

	Sangat Tidak Setuju (1)
	0
	0
	0
	0

	Jumlah Skor Aktual
	98
	81
	84
	263

	Jumlah Skor Ideal
	135
	135
	135
	405


              (Sumber: Data primer yang telah diolah)


      Skor aktual
% skor aktual = 	 X  100%
                               Skor ideal 

        263
% skor aktual = 	X  100%
                                405

% skor aktual =   64,94%
Pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung masih kurang baik karena penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak diterapkan secara optimal. Hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden 64,94% termasuk dalam kriteria cukup, dilihat dari tabel 4.8 berdasarkan persentase skor aktual. Hasil yang didapat Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam menyajikan informasi keuangan kedalam bentuk laporan keuangan masih kurang baik dan kurang transparan sebab sistem pencatatan yang dilakukan masih terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas saja. Sehingga informasi yang akan diberikan kepada publik mengenai pelaporan keuangan atau anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung kurang optimal. 
Ringkasan Data Tanggapan Responden Variabel X (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung diukur menggunakan empat indikator yaitu pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi serta pelaporan keuangan. Jawaban responden dikategorikan dalam 5 kategori berdasarkan skala Likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.
	Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.
Tabel 4.9
Rekapitulasi Persentase Total  Skor Tanggapan Responden Mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
	No.
	Indikator
	Skor
	Skor
	% Skor
	Kriteria

	
	
	Aktual
	Ideal
	Aktual
	

	1
	Pencatatan
	227
	405
	56,05%
	Cukup

	2
	Penggolongan
	259
	405
	63,96%
	Cukup

	3
	Peringkasan Transaksi
	316
	405
	78,02%
	Baik

	4
	Pelaporan Keuangan
	263
	405
	64,94%
	 Cukup

	
	Total
	1065
	1620
	65,74%
	Cukup


           (Sumber: Tabel 4.5 – 4.8)
Perhitungan:	
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden
Presentase Skor Aktual= skor aktual/skor ideal*100
Dari tabel diatas maka dapat diketahui untuk kriteria pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi dan pelaporan keuangan memiliki total skor aktual sebesar  1380 sedangkan total skor ideal yaitu sebesar 1620. Sehingga perhitungan dari total skor aktual dan total skor ideal dapat diketahui  besarnya presentase skor aktual yaitu 65,74%.
Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menunjukkan cukup. Artinya kriteria sistem akuntansi keuangan daerah yang telah diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung masih kurang optimal, dan belum diterapkan dengan baik.

4.2.1.2	Hasil Analisis Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
Sebanyak 12 butir pernyataan mengenai Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah diajukan kepada responden untuk menilai bagaimana akuntabiltas yang ada pada pendapatan perpajakannya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Kuesioner terdiri dari 4 indikator, yaitu  Akuntabilitas Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program serta Akuntabilitas Kebijakan.









1. Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Kejujuran
Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Kejujuran
	Kriteria Jawaban
	No. Instrumen
	Total

	
	1
	2
	3
	

	Sangat Setuju (5)
	14
	8
	8
	30

	Setuju (4)
	9
	12
	13
	34

	Cukup Setuju (3)
	3
	6
	6
	15

	Tidak Setuju (2)
	0
	1
	0
	1

	Sangat Tidak Setuju (1)
	1
	0
	0
	1

	Jumlah Skor Aktual
	116
	108
	110
	334

	Jumlah Skor Ideal
	135
	135
	135
	405




 




                                (Sumber: Data primer yang telah diolah)

      Skor aktual
% skor aktual = 	 X  100%
                               Skor ideal 

       334
% skor aktual = 	X  100%
                                405

% skor aktual =   82,47%
Akuntabilitas Kejujuran yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam hal ini sudah baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden 82,47% yang termasuk dalam kriteria baik berdasarkan persentase skor aktual. Pertanggungjawaban yang dimiliki dalam hal penyalahgunaan jabatan oleh para pegawai dibagian pendapatan daerah atau pajak  maupun keuangan sudah lebih baik karena dapat mentaati peraturan perundangan yang ada dalam penggunaan sumber dana publik terutama dari pendapatan pajak-pajak daerah. 

2. Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Proses
Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Proses
	Kriteria Jawaban
	No. Instrumen
	Total

	
	1
	2
	3
	

	Sangat Setuju (5)
	11
	12
	12
	35

	Setuju (4)
	10
	8
	10
	28

	Cukup Setuju (3)
	5
	6
	4
	15

	Tidak Setuju (2)
	1
	0
	1
	2

	Sangat Tidak Setuju (1)
	0
	1
	0
	1

	Jumlah Skor Aktual
	112
	111
	114
	337

	Jumlah Skor Ideal
	135
	135
	135
	405
















                                                		           (Sumber: Data primer yang telah diolah)

      Skor aktual
% skor aktual = 	 X  100%
                               Skor ideal 

         337
% skor aktual = 	X  100%
                                405

% skor aktual =   83,21%

Akuntabilitas proses yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah baik, hal ini tercermin dari jumlah persentase total skor tanggapan responden yaitu 83,21% yang termasuk dalam kriteria baik dilihat dari hasil persentase skor aktual. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proses pelayanan kepada publik dalam hal ini pelayanan kepada wajib pajak yang akan membayar pajak-pajak daerahnya sudah baik hal ini terlihat dari cepatnya pelayanan yang diberikan serta tidak adanya mark up dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan kepada publik.
3. Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Program
Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Program

	Kriteria Jawaban
	No. Instrumen
	Total

	
	1
	2
	3
	

	Sangat Setuju (5)
	11
	12
	13
	36

	Setuju (4)
	10
	10
	6
	26

	Cukup Setuju (3)
	5
	4
	8
	17

	Tidak Setuju (2)
	1
	1
	0
	2

	Sangat Tidak Setuju (1)
	0
	0
	0
	0

	Jumlah Skor Aktual
	112
	114
	113
	339

	Jumlah Skor Ideal
	135
	135
	135
	405










         (Sumber: Data primer yang telah diolah)

  


    Skor aktual
% skor aktual = 	 X  100%
                               Skor ideal 

         339
% skor aktual = 	X  100%
                                405

% skor aktual =   83,70%
Akuntabilitas program yang telah dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah lebih baik, hal ini terlihat dari persentase skor tanggapan responden yaitu 83,70% yang termasuk dalam kategori baik dilihat dari hasil persentase skor aktual. Karena alternatif program yang sudah ada untuk melayani publik dalam pembayaran pajak-pajak daerah telah memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal serta memudahkan dalam melayani publik.

4. 	Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Kebijakan
Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Kebijakan
	Kriteria Jawaban
	No. Instrumen
	Total

	
	1
	2
	3
	

	Sangat Setuju (5)
	4
	2
	2
	15

	Setuju (4)
	7
	9
	6
	22

	Cukup Setuju (3)
	13
	10
	11
	34

	Tidak Setuju (2)
	4
	3
	4
	11

	Sangat Tidak Setuju (1)
	0
	0
	2
	2

	Jumlah Skor Aktual
	95
	82
	77
	254

	Jumlah Skor Ideal
	135
	135
	135
	405









                         (Sumber: Data primer yang telah diolah)
     
      Skor aktual
% skor aktual = 	 X  100%
                               Skor ideal 

        254
% skor aktual = 	X  100%
                                405

% skor aktual =   62,72%
Pertanggungjawaban pemerintah daerah terutama Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung atas kebijakan-kebijakan yang telah diambil masih kurang baik, hal ini terlihat dari total skor tanggapan responden yaitu 62,72% yang kriteria cukup dilihat dari persentase skor aktual. Karena Sistem akuntansi keuangan daerah tidak bisa melepaskan diri dari sistem pencatatan yang baik jadi tuntutan akuntabilitas publik terutama akuntabilitas pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk pendapatan pajak-pajak daerah terutama dalam kebijakan-kebijakan dalam membuat laporan keuangan atau anggaran harus dapat lebih ditingkatkan dan kebijakan-kebijakan yang ada dapat lebih baik lagi.
Ringkasan Data Tanggapan Responden Variabel Y (Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah)
	Akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung diukur menggunakan empat indikator yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabiltas program, dan akuntabilitas kebijakan. Jawaban responden dikategorikan dalam 5 kategori berdasarkan skala Likert dimana masing-masing jawaban mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif (sangat baik) ke sangat negatif (tidak baik) yang dituangkan dalam pilihan jawaban kuesioner.
	Berikut ringkasan dari data hasil penelitian mengenai akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan menggunakan persentase skor tanggapan responden.
Tabel 4.14
Rekapitulasi Persentase Total  Skor Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah

	No.
	Indikator
	Skor
	Skor
	% Skor
	Kriteria

	
	
	Aktual
	Ideal
	Aktual
	

	1
	Akuntabilitas Kejujuran
	334
	405
	82,47%
	Baik

	2
	Akuntabilitas Proses
	337
	405
	83,21%
	Baik

	3
	Akuntabilitas Program
	339
	405
	83,70%
	Baik

	4
	Akuntabilitas Kebijakan
	254
	405
	62,72%
	  Cukup

	
	Total
	1264
	1620
	78,02%
	Baik


           (Sumber: Tabel 4.10 – 4.13)
Perhitungan:	
Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden
Presentase Skor Aktual= skor aktual/skor ideal*100
Dari tabel diatas maka dapat diketahui untuk kriteria Akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan memiliki total skor aktual sebesar  1333 sedangkan total skor ideal yaitu sebesar 1620. Sehingga perhitungan dari total skor aktual dan total skor ideal dapat diketahui  besarnya presentase skor aktual yaitu 78,02%.
Melalui persentase skor aktual tanggapan responden terhadap skor ideal dapat dilihat bahwa akuntabilitas pendapatan pajak daerah yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah termasuk baik. Artinya kriteria Akuntabilitas pendapatan pajak daerah yang sudah dilaksanakan dan dijalankan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung telah berjalan baik sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2.2 Analisis Kuantitatif Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung
Pada sub bab ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan  dengan melakukan uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah adanya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.
Analisis regresi linier merupakan analisis statistika yang bersifat parametrik dimana data yang digunakan harus memiliki skala pengukuran minimal interval. Karena data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner masih berskala ordinal, maka sebelumnya dilakukan konversi data skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan program MSI (method of successive interval).


1. Pengujian Asumsi Regresi
Untuk menjamin kesahihan hasil regresi, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari model regresi tersebut tidak bias. Pada regresi linier sederhana ada dua asumsi yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitas dan uji heteroskedasitas.
a. Hasil Pengujian Asumsi Normalitas
Asumsi normalitas merupakan syarat yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji t masih meragukan, karena statistik uji t diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi yang dilihat dari nilai residual.
Tabel 4.15
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

	Tests of Normality

	 
	Kolmogorov-Smirnov(a)
	Shapiro-Wilk

	 
	Statistic
	df
	Sig.
	Statistic
	df
	Sig.

	Unstandardized Residual
	.134
	27
	.200(*)
	.932
	27
	.077


          *  This is a lower bound of the true significance.
          a  Lilliefors Significance Correction

Pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (signifikansi) yang diperoleh dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200, karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari  tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk berdistribusi normal. 
b.  Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen atau tidak digunakan uji korelasi rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error). Apabila koefisien korelasi dari variabel bebas signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.16 berikut dapat dilihat nilai signifikansi koefisien korelasi variabel bebas dengan nilai mutlak (absolut) residual.
Tabel 4.16
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

	Correlations

	 
	 
	 
	absolut_error
	SAKD

	Spearman's rho
	absout_error
	Correlation Coefficient
	1.000
	.196

	 
	 
	Sig. (2-tailed)
	.
	.327

	 
	 
	N
	27
	27

	 
	SAKD
	Correlation Coefficient
	.196
	1.000

	 
	 
	Sig. (2-tailed)
	.327
	.

	 
	 
	N
	27
	27



Dari hasil yang diperoleh seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.16 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), kesimpulan ini dibuat berdasarkan nilai  signifikansi koefisien korelasi variabel bebas  dengan nilai absolut error (0,327) masih lebih besar dari 0.05. 
Karena hasil pengujian pada kedua asumsi regressi tidak terdapat pelanggaran, maka kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis regressi dapat dikatakan sudah valid karena sudah memenuhi syarat BLUE (best linear unbias estimation), sehingga kesimpulan yang diperoleh dari hasil regresi dapat dianggap sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
 
2. Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi digunakan untuk mencari dan menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X) terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah (Y) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana yang digunakan untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah diformulasikan sebagai berikut:
Y = a + b X 
Dimana : Y :  Akuntabilitas pendapatan pajak daerah
	    X : sistem akuntansi keuangan daerah 
a : Konstanta
b : Koefisien variabel X	
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 15 for windows, diperoleh output regresi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Maka dapat dilihat hasil pengolahan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.17
Hasil Analisis Regresi
 (
Coefficients
a
4.865
2.257
2.155
.041
.868
.062
.941
13.909
.000
(Constant)
SAKD
Model
1
B
Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t
Sig.
Dependent Variable: Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah
a. 
)
Dari tabel di atas maka didapatkan suatu persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 4,865+ 0,868 X
Dimana : Y =  Akuntabilitas pendapatan pajak daerah
	    X = Sistem akuntansi keuangan daerah  
	Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah  akan membuat akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung semakin tinggi. Demikian juga sebaliknya, semakin tidak baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan membuat akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung semakin rendah.
Arti dari persamaan dalam bentuk penjelasan secara ekonomis yaitu untuk mengetahui Koefisien regressi sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,868 menunjukkan besarnya perubahan pada variabel akuntabilitas pendapatan pajak daerah apabila variabel sistem akuntansi keuangan daerah berubah sebesar satu satuan. Jadi setiap kenaikan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar satu satuan akan meningkatkan akuntabilitas pendapatan pajak daerah sebesar 0,868 atau sebaliknya. Sementara nilai konstanta sebesar 4,865 menunjukkan nilai rata-rata Y apabila X bernilai nol. 
Standar error merupakan nilai penyimpangan dari angka yang di kolom B. Nilai beta sama dengan nilai korelasi, kemudian nilai t adalah statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regressi. Selain menggunakan uji t nilai signifikansi (sig.) juga merupakan statsitik uji yang digunakan uji menguji signifikansi koefisien regressi. Kalau t dibandingkan dengan t tabel, maka nilai signifikansi dibandingkan dengan alpa penelitian yaitu 5% atau 0,05. apabila nilai signifikan <0,05 artinya koefisien regressi yang sedang diuji signifikan, sebaliknya apabilai nilai signifikan > 0,05 artinya koefisien regressi yang sedang diuji tidak signifikan.

3.  Koefisien Korelasi 
Analisis korelasi digunakan untuk melihat kedekatan hubungan antara variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dicari hubungannya, yaitu antara variabel X, sistem akuntansi keuangan daerah  yang diduga memiiki hubungan dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah sebagai variabel Y. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS 15 for windows, maka diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.18
Korelasi Antara Variabel  X dengan  Variabel Y
 (
Correlations
1.000
.941
.941
1.000
.
.000
.000
.
27
27
27
27
AKUNTABILITAS
SAKD
AKUNTABILITAS
SAKD
AKUNTABILITAS
SAKD
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
AKUNTAB
n pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandungaerah parannya laporan keuangan ata
ILITAS
SAKD
)
          (Sumber: Data Primer yang telah diolah, januari 2010)

Berdasarkan hasil pengolahan di atas dapat dilihat bahwa koefisien hubungan antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,941. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat  antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Arah hubungan yang positif ditunjukkan dengan tidak adanya tanda negatif pada angka 0,941, menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan membuat akuntabilitas pendapatan pajak daerah tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan membuat akuntabilitas pendapatan pajak daerah semakin rendah. 
4. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R-square) merupakan koefisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi yang dilakukan menggunakan software SPSS 15 for windows sebagai berikut:
Tabel 4.19
Koefisien Determinasi
[image: ]
              (Sumber: Data Primer yang telah diolah, januari 2010)

Melalui data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,941, jadi kedekatan hubungan antara variabel sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,941. Artinya terdapat hubungan yang sangat erat/ kuat  antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan diikuti dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah yang baik. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan diikuti dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah yang kurang baik. 
Selain koefisien korelasi (R), pada tabel diatas juga dapat ditemukan nilai R-square sebesar 0,886 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD).


	KD = (0,886) x 100% = 88,6%
Koefisien determinasi sebesar 88,6% menunjukkan besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 11,4% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang diteliti yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi serta transparannya laporan keuangan atau anggaran.

5. Hipotesis Statistik
	Selanjutnya, masih dengan menggunakan data perhitungan pada tabel di atas, akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dilakukan pengujian apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah benar-benar berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan hipotesis statistik sebagai berikut.
	Ho:  = 0
	Sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap  akuntabilitas pendapatan pajak daerah.

	Ha:   0
	Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah.


	Melalui hasil pengolahan data pada tabel 4.15 di atas diperoleh nilai thitung variabel sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 13,909. Sedangkan ttabel pada tingkat signifikansi 5% ( = 0,05) dan derajat bebas = 27 pada pengujian dua arah adalah sebesar 1,703. Karena nilai thitung (13,909) lebih besar dari ttabel (1,703), maka diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, jadi hasil pengujian menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Oleh karena itu, terbukti bahwa koefisien regresi adalah signifikan atau dengan kata lain sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah.
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Gambar 4.1
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

4.2.3  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pengaruhnya terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah
Dari hasil pengujian diatas diketahui bahwa pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah dinyatakan dengan perhitungan korelasi sebesar 0,941. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang sangat erat/kuat antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Arah hubungan yang positif ditunjukkan dengan tidak adanya tanda negatif pada angka 0,941, menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 
Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 88,6% menunjukkan besarnya pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 11,4% dipengaruhi faktor lain di luar variabel yang diteliti yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi serta harus lebih transparannya laporan keuangan atau anggaran.
Sedangkan dalam uji hipotesis menggunakan uji t diperoleh nilai thitung adalah sebesar 13,909. Sedangkan ttabel pada tingkat signifikansi 5% ( = 0,05) dan derajat bebas = 27 pada pengujian dua arah adalah sebesar 1,703. Karena nilai thitung (13,909) lebih besar dari ttabel (1,703), maka diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha, jadi hasil pengujian menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung. Oleh karena itu, terbukti bahwa koefisien regresi adalah signifikan atau dengan kata lain sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung.
Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Artinya apabila penerapan sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan dengan baik maka akuntabilitas pendapatan pajak daerah akan meningkat. Meskipun pengaruhnya tidak dominan, tetapi sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijadikan sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas pendapatan pajak daerah. 
Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas baik perhitungan manual maupun menggunakan SPSS 12.0 For Windows, hasilnya adalah sistem akuntansi keuangan daerah dan akuntabilitas pendapatan pajak daerah sudah cukup baik, serta adanya pengaruh yang kuat dan signifikan antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah. Hal tersebut membuktikan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo sebagai berikut:
“Akuntansi keuangan daerah memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik.”
(2003:176)

Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas pendapatan daerah kota bandung telah berjalan dengan cukup baik sehingga akuntabilitas pendapatan pajak daerah  juga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo di atas.
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